WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan
dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan
dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sehingga perlu
dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor
32 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Mengingat : I|.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Derah Tingkat Il
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun
1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3
Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);



Menetapkan

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 40);

6.Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 32)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF ~ PIMPINAN  DAN  ANGGOTA  DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal |
Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dalam Peraturan Wali Kota Nomor
32 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor
32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan
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Tahun 2022 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

() Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Negara dan
perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
melalui APBD.

(2 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap
bulan, sebesar:

a. ketua DPRD Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua
ratus ribu rupiah);

b. wakil Ketua DPRD Rp30.175.000,00 (tiga puluh juta
seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan

c. Anggota DPRD Rp30.142.000,00 (tiga puluh juta
seratus empat puluh dua ribu rupiah).

(3 Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan
perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, = memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 15 Mei 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MASTID



Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 15 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN



